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GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR- TAHUN 2025

TENTANG
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN KETERANGAN BELAJAR

Menimbang

Mengingat

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

GUBERNUR RIAU,

bahwa untuk mendukung reformasi birokrasi melalui
peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS)
berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan
PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian
tugas belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif,
efisien, akuntabel, dan transparan, serta
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
bahwa untuk penyesuaian ketentuan mengenai tugas
belajar dan izin belajar dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen PNS, dan Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan
Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur
Pendidikan, maka Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun
2021 tentang Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan
Keterangan Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau perlu ditinjau
kembali;

b.

bahwa berdasarkan’pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian
Tugas Belajar dan Keterangan Belajar bagi Pegawai
Negeri Sipil;

c.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang
Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6808);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6897);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6477);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6340);

7.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang
Pemberian Tugas Belajar (Lbembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 tahun 2022
tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil
Negera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 155);
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun
2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 343);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TUGAS
BELAJAR DAN KETERANGAN BELAJAR BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:
1.

2.

3.

4

10.

11.

12.

Provinsi adalah Provinsi Riau.
Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
Gubernur adalah Gubernur Riau.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi
Riau.

Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Provinsi.

5.

Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat
BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.

6.

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut
Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Provinsi.

7,

Tugas belajar adalah penugasan atau penunjukan atau
izin yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
kepada Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan
meninggalkan tugas jabatan atau tidak meninggalkan
tugas jabatan untuk mengikuti pendidikan tinggi atau
yang setara pada Perguruan Tinggi didalam maupun
diluar negeri dengan sumber pendanaan atau mandiri.

8.

Keterangan belajar adalah keterangan tertulis yang
dapat diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada
pegawai disebabkan keadaan tertentu yang berfungsi
sebagai izin atau persetujuan atas pendidikan yang
telah diperoleh atau sedang dijalankan.
Perguruan Tinggi adalah suatu lembaga pendidikan
dalam dan/atau luar negeri yang menyelenggarakan
pendidikan tinggi;
Double Degree adalah penyelenggaraan kegiatan antar
peguruan tinggi untuk melaksanakan suatu program
studi secara bersama serta saling mengakui kelulusan.

Pegawai tugas belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang
sedang menjalani tugas belajar.



13. Program pendidikan adalah jenjang pendidikan dan
disiplin ilmu yang dapat diikuti oleh pegawai tugas
belajar.

14. Jangka waktu tugas belajar adalah jangka waktu
tertentu sesuai dengan batas waktu normatif program
studi yang berlaku pada masing-masing Perguruan
Tinggi.

15. Seleksi adalah proses penyaringan calon pegawai tugas
belajar dari pegawai yang memenuhi persyaratan untuk
mengikuti program pendidikan.

16. Seleksi internal adalah proses penyaringan calon
pegawai tugas Belajar dalam lingkup Pemerintah
Provinsi oleh BKD atau pihak lain yang berkompeten
dikoordinasikan oleh BKD.

17. Seleksi eksternal adalah proses penyaringan calon
peserta didik atau mahasiswa yang dilaksanakan oleh
Perguruan Tinggi dan/atau sumber pendanaan.

18. Tim seleksi adalah Tim yang melakukan proses seleksi
calon pegawai tugas belajar.

19. Beasiswa tugas belajar adalah anggaran yang
dialokasikan untuk membiayai pegawai tugas belajar
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Provinsi Riau, Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) dan sumber lain yang sah
tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

20. Monitoring adalah suatu kegiatan yang bertujuan
untuk menghimpun data dan informasi tentang kondisi
peserta tugas belajar yang mencakup aspek akademis
dan non akademis yang akan digunakan sebagai
masukan penilian pegawai tugas belajar yang
dikoordinasikan oleh BKD.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman
untuk pemberian Tugas belajar dan Keterangan belajar bagi
Pegawai.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mengurangi
kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau
persyaratan jabatan dengan kompetensi Pegawai yang akan
mengisi jabatan, memenuhi kebutuhan tenaga yang
memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka
pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan organisasi,
peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan,
sikap dan kepribadian yang profesional sebagai bagian yang
tak terpisahkan dalam pengembangan karir.



BAB II
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Pokok-Pokok Kebijakan

Pasal 4

(1) Pemberian tugas belajar kepada pegawai berdasarkan
rencana kebutuhan tugas belajar Perangkat Daerah.

(2) Tugas belajar diberikan secara selektif kepada pegawai
yang memiliki kriteria rekam jejak, prestasi kerja,
loyalitas, moralitas dan dedikasi yang baik.

(3) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun sesuai dengan kebutuhan Pemerintah
Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan dan Program Pendidikan Tugas Belajar

Pasal 5

(1) Tugas belajar terdiri dari:
a. Tugas belajar beasiswa
b. Tugas belajar mandiri

(2) Tugas belajar beasiswa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a diberikan kepada pegawai yang
memenuhi syarat yang didukung dengan beasiswa
tugas belajar dengan ketentuan dapat meninggalkan
tugas jabatan atau tidak meninggalkan tugas jabatan.

(3) Tugas belajar mandiri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai yang
memenuhi syarat tanpa dukungan beasiswa tugas
belajar yaitu biaya mandiri dengan ketentuan dapat
meninggalkan tugas jabatan atau tidak meninggalkan
tugas jabatan.

(4) Tugas belajar diselenggarakan pada Perguruan Tinggi
dalam negeri dan/atau perguruan tinggi luar negeri.

(5) Penyelenggaraan Tugas belajar pada Perguruan Tinggi
dalam negeri terdiri atas:
a. Perguruan Tinggi negeri;
b. Perguruan Tinggi kedinasan; dan/atau
c. Perguruan Tinggi swasta.

(6) Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan
tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam
dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki
izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang
diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai
ketentuan perundang-undangan.



(7) Penyelenggaraan tugas belajar pada Perguruan Tinggiluar negeri yaitu Perguruan Tinggi yang diakui oleh
negara yang bersangkutan dan kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan.

Pasal 6

Program pendidikan meliputi jenjang pendidikan sebagaiberikut:
a.

o

(1)

Diploma III;

Diploma IV;
Program sarjana (S1);
Program Magister (S2);
Bidang profesi;
Program doktor (S3); dan
Non Degree.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 7

Pegawai tugas belajar wajib menyelesaikan pendidikan
sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.

(2) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yaitu:
a. Program Diploma III bagi pegawai yang memiliki

ijazah SLTA sederajat diberikan waktu paling lama
3 (tiga) tahun dan paling lama 1 (satu) tahun bagi
pegawai yang memiliki ijazah Diploma II;

b. Program Diploma IV paling lama 4 (empat) tahun
bagi pegawai yang memiliki ijazah SLTA sederajat
dan paling lama 1 (satu) tahun bagi pegawai yang
memiliki ijazah Diploma III;

c. Program Sarjana (S1) paling lama 2 (dua) tahun bagi
pegawai yang memiliki ijazah Diploma III dan paling
lama 1 (satu) tahun bagi pegawai yang memiliki
ijazah Diploma IV;

d. Program Magister (S2) paling lama 2 (dua) tahun
atau diberikan waktu sesuai dengan jangka waktu
normal masa pendidikan yang dinyatakan secara
tertulis oleh Perguruan Tinggi;

e. Program pendidikan bidang profesi diselesaikan
dalam jangka waktu normal masa pendidikan yang
dinyatakan secara tertulis oleh Perguruan Tinggi
dan/atau lembaga lainnya yang sah berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan



(3)

(4)

(S)

(1)

(3)

(4)

f, Program Doktor (S3) diselesaikan paling lama dalam
jangka waktu 4 (empat) tahun atau diberikan waktu
sesuai dengan jangka waktu normal masa
pendidikan yang dinyatakan secara tertulis oleh
Perguruan Tinggi.

g. Program Non Degree diberikan jangka waktu sesuai
dengan waktu normal masa_pendidikan yang
dinyatakan secara tertulis oleh Perguruan Tinggi.

Jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dikecualikan bagi tugas belajar mandiri
tidak meninggalkan tugas jabatan, diberikan sesuai
dengan waktu normatif program studi yang berlaku
pada masing-masing perguruan tinggi.
Perhitungan jangka waktu tugas belajar tidak berlaku
apabila terjadi bencana dan/atau keadaan kahar (force
majeure) yang mengakibatkan berhentinya proses
perkuliahan, dihitung dari awal berhenti sampai
dengan aktifnya kembali proses perkuliahan
dibuktikan dengan adanya surat pemberitahuan dari
Perguruan Tinggi.
Jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai
masa kerja pegawai.

Pasal 8

Jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang paling
banyak 2 (dua) semester atau selama 1 (satu) tahun,
berdasarkan kriteria sebagai berikut:
a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
b. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar;

dan/atau
c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan

waktu karena terdapat situasi dan kondisi diluar
kemampuan pegawai yang sedang menjalani tugas
belajar.

Permohonan perpanjangan jangka waktu tugas belajar
diajukan kepada Gubernur melalui Kepala BKD
sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum masa tugas
belajar berakhir.

(2)

3

Perpanjangan waktu tugas. belajar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BKD
dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu
tugas belajar.
Perpanjangan waktu tugas belajar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tugas belajar
mandiri tidak meninggalkan tugas jabatan.
Seluruh biaya yang dikeluarkan sebagai akibat
perpanjangan jangka waktu tugas belajar sepenuhnya
menjadi tanggung jawab pegawai tugas belajar yang
bersangkutan kecuali disebabkan oleh perubahan
kalender akademik dari perguruan tinggi tetap
diberikan beasiswa tugas belajar.

(S)



(6) Dalam hal pegawai tidak dapat menyelesaikan tugas
belajar setelah diberikan perpanjangan waktu tugas
belajar, maka Gubernur mencabut status tugas belajar
pegawai bersangkutan.

Pasal 9

Pegawai Tugas Belajar yang telah menyelesaikan tugas
belajarnya sebelum jangka waktu tugas belajar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2), maka
pegawai tugas belajar dimaksud wajib melapor kepada
Kepala BKD paling lama 15 (lima belas) hari dengan
menyertakan surat keterangan lulus atau sejenisnya dari
Perguruan Tinggi.

Bagian Keempat
Persyaratan Tugas Belajar

Pasal 10

Pegawai yang diusulkan sebagai calon pegawai tugas belajarharus memenuhi:
a. persyaratan umum; dan
b. persyaratan khusus.

Pasal 11

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf a, meliputi:
a. Pegawai yang telah memiliki masa kerja paling kurang

1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai
Pegawal;

b. memiliki masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun
tanggal mulai terhitung (TMT) yang bersangkutan
melaksanakan tugas pada Pemerintah Provinsi bagi
pegawai mutasi dari luar lingkungan Pemerintah
Provinsi dikecualikan bagi Tugas belajar mandiri tidak
meninggalkan tugas jabatan;

c. sehat jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit
kronis yang dibuktikan dengan surat keterangan
dokter dikecualikan bagi Tugas belajar mandiri tidak
meninggalkan tugas jabatan;

d. tidak pernah:
1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat

sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
2. diatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau

3. dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.



(1)

memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir
paling rendah dengan predikat baik; dan

e.

gelar pendidikan sebelumnya sudah tercantum secara
administrasi kepegawaian sebelum melanjutkan
jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

f.

Pasal 12

Persyaratan khusus Tugas belajar beasiswa dengan
meninggalkan tugas jabatan, terdiri dari:
a. memiliki sisa masa kerja Pegawai dengan

mempertimbangkan masa pendidikan dan masa
ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang 3
(tiga) kali waktu normatif program studi sebelum
batas usia pensiun jabatan;-

b. program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan
Tugas belajar di Perguruan Tinggi harus memenuhi
persyaratan:
1. sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar

instansi;
2. linier atau mempunyai_ korelasi dengan

pendidikan sebelumnya atau sesuai dengan
kualifikasi pendidikan pada jabatan;

3. penyelenggaraannya dalam jenis akademik,
vokasi atau profes!;

4. memiliki akreditasi paling kurang baik sekali
atau B dari lembaga yang berwenang bagi
program studi perguruan tinggi dalam negeri; dan

5. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi
program studi Perguruan Tinggi luar negeri.

c. surat usulan dari Kepala Perangkat Daerah kepada
Gubernur c.q Kepala BKD untuk mengikuti seleksi
tugas belajar, dengan melampirkan kelengkapan
berkas, antara lain:
1. fotokopi Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri

Sipil dan Pegawai Negeri Sipil;
2. fotokopi Surat Keputusan pangkat terakhir;
3. fotokopi Surat Keputusan pengangkatan dalam

jabatan struktural dan fungsional tertentu;
4. fotokopi Surat Keputusan alih status

kepegawaian;
5. penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir;
6. fotokopi sertifikat akreditasi program studi;
7. fotokopi jadwal seleksi masuk Perguruan Tinggi;
8. daftar riwayat hidup;
9. pas foto warna ukuran 4 x 6;
10. surat keterangan kepala Perangkat Daerah yang

menyatakan bahwa calon Pegawai Tugas belajar
tidak sedang:



(2)

a. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin
dan/atau tindak pidana;

b. menjalani pidana penjara atau kurungan
dan/atau hukuman. disiplin sedang atau
hukuman disiplin berat; atau

c. menjalani cuti di luar tanggungan negara
dan/atau menjalani pemberhentian
sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.

11. surat persetujuan suami/istri; dan
12. surat keterangan sehat.

. rekomendasi/persetujuan dari Kepala BKD untukd.
mengikuti seleksi eksternal Tugas belajar; dan

. penetapan sebagai penerima beasiswa jika sumbere.
pendanaan tugas belajar selain dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

Persyaratan khusus tugas belajar beasiswa dengan
tidak meninggalkan tugas jabatan, terdiri dari:
a. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan

mempertimbangkan masa pendidikan dan masa
ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang 2
(dua) kali waktu normatif program studi sebelum
batas usia pensiun jabatan;
Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan
tugas belajar di Perguruan Tinggi harus memenuhi
persyaratan:

b.

1. sesuai perencanaan kebutuhan Tugas belajar
Pemerintah Provinsi;

2. linier atau. mempunyai- korelasi dengan
pendidikan sebelumnya atau sesuai dengan
kualifikasi pendidikan pada jabatan;

3. penyelenggaraannya dalam jenis akademik,
vokasi atau profesi;

4. memiliki akreditasi paling kurang baik sekali
atau B dari lembaga yang berwenang bagi
program studi perguruan tinggi dalam negeri; dan

5. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi
program studi Perguruan Tinggi luar negeri.

sistem penyelenggaraan pendidikan pada program
studi sebagian besar tidak mengganggu tugas
kedinasan;

c.

sedang menduduki jabatan strategis bagi
Pemerintah Provinsi;

d.

tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran
disiplin dan/atau tindak pidana;

e.

Surat usulan dari Kepala Perangkat Daerah kepada
Gubernur c.q Kepala BKD untuk mengikuti seleksi
tugas belajar, dengan melampirkan kelengkapan
berkas, antara lain:

f.



(3)

(4)

g.

1. fotokopi Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri
Sipil dan Pegawai Negeri Sipil;
fotokopi Surat Keputusan pangkat terakhir;
fotokopi Surat Keputusan pengangkatan dalam
jabatan struktural dan fungsional tertentu;
penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir;
fotokopi sertifikat akreditasi program studi;
fotokopi jadwal seleksi masuk Perguruan Tinggi;
surat penyelenggaraan pendidikan pada program
studi yang ditetapkan oleh Rektor Perguruan
Tinggi;

8. daftar riwayat hidup;
9. pas foto warna ukuran 4 x 6;
surat rekomendasi/persetujuan dari Gubernur
untuk mengikuti seleksi ekternal Tugas belajar.

Persyaratan khusus Tugas belajar mandiri dengan
meninggalkan tugas jabatan adalah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kecuali ketentuan pada huruf
€.

Persyaratan khusus tugas belajar mandiri dengan tidak
meninggalkan tugas jabatan, terdiri dari:
a. program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan

Tugas belajar di Perguruan Tinggi harus memenuhi
persyaratan:
1. linier atau. mempunyai- korelasi dengan

pendidikan sebelumnya atau sesuai dengan
kualifikasi pendidikan pada jabatan;

2. penyelenggaraannya dalam jenis akademik,
vokasi atau profesi;

3. memiliki akreditasi paling kurang:
a. baik sekali atau B dari lembaga yang

berwenang bagi program studi perguruan
tinggi dalam negeri; atau

b. baik atau C dari lembaga yang berwenang bagi
program studi Perguruan Tinggi dalam negeri
yang belum memiliki akreditasi B atau baik
sekali atas persetujuan Menteri.

4. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi
program studi Perguruan Tinggi luar negeri.

Perguruan Tinggi berlokasi di wilayah Provinsi,
c. sistem penyelenggaraan pendidikan pada program

studi tidak mengganggu pekerjaan/tugas jabatan
sehari-hari;
tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran
disiplin dan/atau tindak pidana;

2.

3.

5.

6.

7.

b.

d.



(2)

(3)

(4)

e. tidak sedang menjalani pidana penjara atau
kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau
hukuman disiplin berat;

f. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan
negara dan/atau menjalani pemberhentian
sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan

g. surat usulan dari Kepala Perangkat Daerah kepada
Gubernur cq Kepala BKD untuk melanjutkan
pendidikan, dengan melampirkan kelengkapan
berkas, antara lain:
1. surat rekomendasi dari kepala Perangkat Daerah;
2. fotokopi Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri

Sipil dan Pegawai Negeri Sipil;
fotokopi Surat Keputusan pangkat terakhir;
fotokopi Surat Keputusan jabatan;
penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir;
fotokopi sertifikat akreditasi program studi;
fotokopi jadwal seleksi masuk Perguruan Tinggi;
uraian tugas jabatan;

9. pas foto warna ukuran 4 x 6;
h. surat pernyataan pribadi, yang berbunyi:

1. tidak meninggalkan tugas-tugas kedinasan;
2. tidak menuntut biaya pendidikan; dan
3. tidak menuntut penyesuaian ijazah, kecuali

formasi tersedia.

Bagian Kelima
Seleksi dan Penetapan Tugas Belajar

Pasal 13
_

Setiap Pegawai yang akan mengikuti program Tugas
belajar mengajukan permohonan dan kelengkapan
persyaratan kepada Gubernur melalui Kepala BKD
sesuai waktu dan mekanisme seleksi yang telah
ditetapkan.
Pengajuan permohonan mengikuti Tugas_ belajar
beasiswa non Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi dan Tugas belajar mandiri selambat-
lambatnya 1 (satu) bulan sebelum dilaksanakan seleksi
eksternal.
Seleksi calon Pegawai Tugas belajar dilaksanakan
secara internal dan eksternal.

Seleksi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan oleh Tim seleksi yang ditetapkan oleh
Kepala BKD.
Seleksi internal oleh Tim seleksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk Tugas
belajar mandiri tidak meninggalkan tugas jabatan.

3.

4.

6.

7.

8.

(1

(S)



(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(1)

(2)

(3)

Calon Pegawai Tugas belajar yang dinyatakan lulus
Seleksi internal mendapatkan rekomendasi untuk
mengikuti Seleksi eksternal.
Calon Pegawai Tugas belajar yang berhalangan
mengikuti Seleksi eksternal setelah mendapatkan
rekomendasi dianggap mengundurkan diri dan tidak
diperkenankan mengikuti Seleksi eksternal untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya.
Calon Pegawai Tugas belajar yang telah mengikutiSeleksi eksternal wajib melaporkan tanda bukti hasil
Seleksi kepada BKD.

Pasal 14

Pegawai yang telah dinyatakan lulus Seleksi eksternal
ditetapkan sebagai Pegawai Tugas belajar.
Penetapan Pegawai Tugas belajar beasiswa dan tugas
belajar mandiri dengan meninggalkan tugas jabatan
dalam bentuk keputusan yang ditetapkan oleh
Gubernur.

Penetapan Pegawai Tugas belajar mandiri tidak
meninggalkan tugas jabatan dalam bentuk surat
keputusan yang ditetapkan oleh Kepala BKD.
Dalam hal keputusan Gubernur' sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) masih dalam proses penetapan
dan calon Pegawai Tugas belajar sudah diharuskan
melaksanakan Tugas belajar, Kepala BKD dapat
menerbitkan Surat Perintah Tugas sebagai Pegawai
Tugas belajar.
Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) bersifat sementara sampai dengan ditetapkannya
keputusan tentang penunjukan Pegawai Tugas belajar.

Bagian Keenam
Pendanaan dan Jenis Pembiayaan

Pasal 15

Pendanaan beasiswa tugas belajar dapat bersumber
dari:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
dan/atau

b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beasiswa tugas belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu)sumber pendanaan, sepanjang tidak membiayai
komponen biaya yang berpedoman pada prinsipefektifitas dan efisiensi.
Besaran Beasiswa Tugas belajar yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disesuaikan
dengan kemampuan daerah yang diatur dalam standar
biaya pemerintah provinsi.



(4)

(1)

(2)

(3)

Beasiswa Tugas belajar bagi pegawai yang sumber
pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi, dibebankan pada anggaran
BKD.
Beasiswa Tugas belajar bagi tenaga guru dan
kependidikan yang sumber pendanaan dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dibebankan
pada anggaran Dinas yang menangangi urusan
pemerintahan bidang pendidikan.

(5)

Pasal 16

Jenis pembiayaan pada Beasiswa Tugas belajar yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi, terdiri dari:
a. biaya awal/dana penyelenggaraan

pendidikan/pembangunan;
biaya kuliah/SPP;
biaya buku;
biaya seminar;

9
Bo

g

biaya penelitian laboratorium dan non
laboratorium;
biaya publikasi jurnal;
biaya publikasi jurnal internasional Q1 dan Q2

. biaya wisuda;

f.

g.

i. biaya hidup;
j. biaya tunjangan keluarga
k. biaya alat tulis, penggandaan dan internet;
l. biaya transportasi lokal; dan
m. biaya keberangkatan dan kepulangan.
Untuk program double degree atau Perguruan Tinggi
yang berlokasi di luar negeri atau mengikuti program
beasiswa pendidikan non Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dapat diberikan bantuan biaya yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi berupa:
a. biaya pembuatan passport;
b. biaya pelatihan bahasa inggris;
c. biaya tes kesehatan;
d. biaya hidup selama 1 minggu di tempat belajar;
e. biaya transportasi; dan
f. biaya proofreading.
Beasiswa Tugas belajar yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi bagi Pegawai
Tugas belajar yang Perguruan Tinggi berada di wilayah
kerja/dinas pegawai yang bersangkutan, terdiri dari:
a. biaya awal/ dana penyelenggaraan pendidikan

/pembangunan;
b. biaya kuliah/SPP;
c. biaya buku;



(4)

(1)

(2)

(1)

(3)

(4)

d. biaya alat tulis, penggandaan dan internet;
e. biaya penelitian laboratorium dan non laboratorium;
f. biaya seminar; dan
g. biaya wisuda.
Cost sharing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi dengan sumber pendanaan lain sebagaimana
dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf a dan c dapat
diberikan untuk jenis pembiayaan beasiswa yang tidak
sama.

Bagian Ketujuh
Kedudukan

Pasal 17

Pegawai yang menjalani Tugas belajar dengan
meninggalkan kedudukannya pada unit kerja
diberhentikan dari jabatan struktural dan fungsional.
Pegawal yang menjalani Tugas belajar yang tidak
meninggalkan kedudukan pada unit kerja dan tetap
melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan
dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam hal:
a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan
yang dijalani.

Pegawai Tugas belajar, selama menjalani masa tugas
belajar berkedudukan pada Perangkat Daerah masing-
masing.

(3)

Bagian Kedelapan
Hak

Pasal 18

Pegawai yang sedang menjalani Tugas_ belajar
diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pegawai yang telah menyelesaikan Tugas belajar dapat
mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.
Pegawai yang mengusulkan peningkatan pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhak
menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali
terdapat formasi.

(2)

Pegawai Tugas belajar dengan meninggalkan tugas
jabatan dapat diberikan cuti yang disebut sebagai cuti
akademik dengan kondisi sebagai berikut:
a. sakit; dan
b. melahirkan.
Cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dapat diambil oleh Pegawai Tugas belajar paling lama 1

(S)

(satu) semester dan tidak menjadi bagian dari waktu
pelaksanaan Tugas belajar.



(8)

(1)

Cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4)diberikan setelah mendapatkan persetujuan atau izin
dari Kepala BKD.

(6)

Seluruh biaya yang dikeluarkan selama Pegawai Tugas
belajar mengambil cuti akademik sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggung jawab
Pegawai Tugas belajar yang bersangkutan.

(7)

Hak kepegawaian lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Kewajiban

Pasal 19

Pegawai Tugas belajar beasiswa dan Tugas belajarmandiri dengan meninggalkan tugas jabatan
berkewajiban antara lain:
a. menjaga dan menjunjung citra dan nama baik

Pemerintah Provinsi;
b. mengikuti perkuliahan pada program studi yang

telah ditentukan;
c. menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka

waktu. sebagaimana diatur dalam Peraturan
Gubernur ini;

d. menyampaikan laporan tertulis kepada Gubernur
melalui Kepala BKD dan tembusan kepada Kepala
Perangkat Daerah asal pegawai tugas belajar
mengenai prestasi dan hal lain yang berkaitan
dengan kegiatan akademik setiap semester dengan
melampirkan fotokopi Kartu Hasil Studi yang dapat
menunjukan Indeks Prestasi (IP) dan/atau laporan
kemajuan studi setiap per semester;

€. memiliki indeks prestasi (IP) per semester sama
dengan atau lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol
nol) pada skala 4 (empat) setiap semesternya;

f. menyampaikan laporan tertulis kepada Gubernur
melalui Kepala BKD setelah menyelesaikan
pendidikan, dengan melampirkan :

1. fotokopi ijazah yang dilegalisir;
2. fotokopi transkip nilai yang dilegalisir;
3. Hardcopy dan softcopy skripsi/tesis/disertasi

dengan tema/topik tentang Daerah dan/atau
nasional yang dapat memberikan dampak baik
terhadap kemajuan Daerah; dan

4. dalam hal Pegawai Tugas belajar melaksanakan
tugas belajar di Perguruan Tinggi luar negeri
dapat menentukan tema/topik berbeda
sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dan
wajib melampirkan karya tulis ilmiah dengan
tema/topik tentang Daerah.



g. menandatangani surat perjanjian sebelum
melaksanakan tugas belajar, paling sedikit
memuat:
1. subjek perjanjian
2. kesepakatan para pihak; dan
3. objek yang diperjanjikan, antara lain nama

Perguruan Tinggi, program studi dan akreditasi
program studi, jangka waktu (masa) tugas
belajar, hak dan kewajiban para pihak,konsekuensi atas pelanggaran kewajiban,keadaan kahar (force majeur) dan penyelesaian
sengketa.

h. melapor kepada Gubernur melalui Kepala BKD
paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak
dinyatakan lulus perkuliahan atau berakhirnya
masa tugas belajar;

i. melaksanakan ikatan dinas pasca tugas belajar
selama:
1. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar,

bagi Pegawai yang menjalani tugas belajar
dengan meninggalkan tugas jabatan.

2. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar,
bagi Pegawai yang menjalani tugas belajar tidak
meninggalkan tugas jabatan.

3. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar,
bagi Pegawai yang menjalani tugas belajar biaya
mandiri dengan meninggalkan tugas jabatan.

j. ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf (i)
dapat dilaksanakan di instansi pemerintah yanglain sepanjang atas persetujuan Gubernur.

k. kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana
dimaksud pada huruf (i) berakhir pada saat:
1. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
2. mencapai batas usia pensiun; dan
3. diberhentikan sebagai Pegawai sesuai ketentuan

perundang-undangan.
l. pegawai yang telah selesai menjalani Tugas belajar

berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas
sebagaimana dimaksud pada huruf (i) secara
kumulatif.

m.pegawai yang tidak memenuhi kewajiban
melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud
pada huruf (i), wajib mengembalikan biaya yangdikeluarkan oleh daerah selama masa tugas belajar
kepada kas daerah sesuai peraturan perundangan.

n. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Pegawai Tugas belajar mandiri tidak meninggalkan
tugas jabatan berkewajiban antara lain:



a.

b.

menjaga dan menjunjung citra dan nama baik
Pemerintah Provinsi;
mengikuti perkuliahan pada program studi yangtelah ditentukan; dan
melaksanakan dan mengutamakan tugas jabatan
selama menjalani pendidikan serta menaati seluruh
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Larangan

Pasal 20

(1) Pegawai Tugas belajar beasiswa dan tugas belajarmandiri dengan meninggalkan tugas jabatan dilarang:
a.

b.

h.

berhenti atas permintaan sendiri sebagai pegawai
tugas belajar;
mengajukan pengunduran diri sebagai pegawai
dalam masa menjalani ikatan dinas Tugas belajar;
cuti di luar tanggungan negara;

. melalaikan atau dengan sengaja memperpanjangd.
waktu pendidikan tanpa alasan yang jelas;
mengikuti pendidikan dan pelatihan lain yang
dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi, baik di lingkungan Pemerintah Provinsi
maupun di luar lingkungan Pemerintah Provinsi;

e.

pindah atau mutasi dalam atau luar dari
lingkungan Pemerintah Provinsi selama menjalani
tugas belajar;

f.

pindah dari program pendidikan yang telah
ditetapkan kecuali telah mendapatkan persetujuandari Kepala BKD; dan

g.

diberhentikan/droup out (DO) dari Perguruan Tinggikarena tidak mampu menyelesaikan pendidikan.
(2) Pegawai Tugas belajar mandiri tidak meninggalkan

tugas jabatan dilarang:

(1)

a.

b.

Ppindah dari program pendidikan yang telah
ditetapkan kecuali telah mendapatkan persetujuandari Kepala BKD; dan
melalaikan tugas-tugas kedinasan/jam kerja
dikarenakan kepentingan sekolah/kuliah.

Bagian Kesebelas
Sanksi

Pasal 21

Pegawai Tugas belajar yang melakukan pelanggaran
terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diberikan
sanksi berupa:



(2)

(2)

teguran tertulis;a.

penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
pemotongan Beasiswa Tugas belajar sebesar 50
(lima puluh) persen untuk 1 (satu) semester
berikutnya bagi pegawai tugas belajar beasiswa
APBD Provinsi yang memiliki indeks prestasi (IP) per
semester kurang dari 3,00 (tiga koma nol nol)
dan/atau tidak lulus pentahapan progres riset
sesuai dengan schedule yang ditentukan Perguruan
Tinggi bagi program doctor by research;
pemotongan Beasiswa Tugas belajar sebagaimana
dimaksud pada hurufc terdiri dari:

d.

1. biaya hidup;
2. biaya tunjangan keluarga;
3. biaya buku;
4. biaya alat tulis, penggandaan dan internet; dan
5. transportasi lokal.
mengembalikan seluruh biaya yang telah
dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi bagi Pegawai
Tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan tugas
belajar sesuai jangka waktu yang telah ditentukan
kepada kas daerah, dikecualikan bagi Pegawai
Tugas Belajar yang tidak cakap jasmani dan rohani
berdasarkan hasil pemeriksaan Tim PengujiKesehatan Pemerintah Daerah;
Mengembalikan Tambahan Penghasilan Pegawai
(TPP) selama masa tugas belajar dan dijatuhi
hukuman disiplin pegawai sesuai ketentuan bagi
pegawai tugas belajar mandiri dengan meninggalkan
tugas jabatan yang telah dicabut status tugas
belajarnya atau tidak dapat menyelesaikan tugas
belajar sesuai waktu yang telah ditentukan.

f.

Mekanisme pengembalian seluruh biaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kedua Belas
Monitoring dan Pembatalan Tugas Belajar

Pasal 22

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pendidikan dilakukan kegiatan
Monitoring Tugas belajar, dilaksanakan sekurang-
kurangnya setiap semester.

(1

Pelaksanaan Monitoring Pegawai Tugas belajar
dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan
Keputusan Kepala BKD.



(2)

(3)

(1)

Pasal 23

Pimpinan Perangkat Daerah dapat mengusulkan
pembatalan penetapan Tugas belajar Pegawai di
lingkungan perangkat daerahnya kepada Gubernur,
sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas
belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data
dukung yang diperlukan.

(1

Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 (satu) antara lain:

a.Pegawai yang obersangkutan terbukti_ tidak
memenuhi syarat pemberian Tugas belajar;

b. Pegawai yang bersangkutan sedang menjalani
pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang
dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang
tingkat sedang;

c. Pegawai yang bersangkutan sedang menjalani proses
pemeriksaan atas dugaan tindak pidana
penyalahgunaan kewenangan jabatan yang
mengakibatkan kerugian keuangan daerah;

d.Pegawai yang bersangkutan tidak berangkat ke
tempat pelaksanaan Tugas belajar sesuai jadwal
yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;

e. Pegawai yang bersangkutan mengajukan
permohonan pengunduran diri sebagai Pegawai
Tugas belajar; dan/atau

f. Alasan lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
Dalam hal Pegawai yang sedang menjalani proses
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak
bersalah, maka Pegawai yang bersangkutan dapat
melanjutkan Tugas belajar.

Bagian Ketiga Belas
Pendayagunaan dan Penghentian Tugas Belajar

Pasal 24

Pendayagunaan Pegawai pasca Tugas Belajar dapat
berupa:
a. ditugaskan atau ditempatkan kembali ke Perangkat

Daerah asal Pegawai tugas belajar; dan
b. ditugaskan atau ditempatkan ke Perangkat Daerah

lain berdasarkan peta kebutuhan formasi.

Pendayagunaan Pegawai pasca Tugas belajar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan mempertimbangkan :

(2)

a. disiplin ilmu Pegawai;
b. jenjang dan program pendidikan Pegawai;
c. prestasi akademik Pegawai;



(1)

(2)

(1)

(2)

d. tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta rencana
penugasan; dan

e. formasi kebutuhan Pegawai pada Perangkat
Daerah.

Pasal 25

Pimpinan Perangkat Daerah dapat mengusulkan
penghentian pemberian Tugas belajar bagi Pegawai di
lingkungan Perangkat Daerahnya kepada Gubernur,
dengan disertai alasan penghentian dan data dukung
yang diperlukan.
Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) antara lain:
a. Pegawai tidak dapat melaksanakan Tugas belajar

karena keadaan kahar;
b. Pegawai dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani

oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak
memungkinkan menyelesaikan Tugas belajar sesuai
dengan batas waktu yang ditentukan;

c. Pegawai dinyatakan tidak mampu menyelesaikan
Tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi Perguruan
Tinggi penyelenggara Tugas belajar;

d. Pegawai tidak melaporkan perkembangan
pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi
peringatan tertulis.

e. Pegawai terbukti melakukan tindakan melawan
hukum; dan/atau

f. Alasan lain yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB III
KETERANGAN BELAJAR

Pasal 26

Keterangan belajar diberikan kepada Pegawai:
a. Pegawai yang telah memiliki ijazah lebih tinggi dari

formasi yang dilamar, yang diperoleh sebelum yang
bersangkutan diangkat menjadi Calon Pegawai
Negeri Sipil; dan

b. Pegawai yang sedang menempuh pendidikan ketika
yang bersangkutan diangkat menjadi Calon Pegawai
Negeri Sipil dan memperoleh ijazah sebelum
ditetapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Keterangan belajar bagi Pegawai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam
bentuk Surat Keterangan Memiliki Pendidikan Lebih
Tinggi.
Keterangan belajar bagi Pegawai sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam

(3)

bentuk Surat Keterangan Belajar atau Surat
Peningkatan Pendidikan.



(1)

(2)

Keterangan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a diberikan untuk memenuhi persyaratan
mengikuti ujian penyesuaian kenaikan pangkat.

(4)

Keterangan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3) diterbitkan oleh Kepala BKD.

(S)

Pasal 27

Surat Keterangan Memiliki Pendidikan Lebih Tinggi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat
diberikan dengan ketentuan:

a. telah berstatus Pegawai Negeri Sipil;
b. maksimal diberikan untuk tazah setingkat lebih

tinggi dari ijazah yang tercantum dalam Surat
Keputusan pangkat terakhir dan/atau Surat
Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil;

c. program studi pendidikan dalam lyazah yang dimiliki
sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang
dipersyaratkan dalam analisis jabatan dan analisis
beban kerja Perangkat Daerah;

d. program studi pendidikan diselenggarakan oleh
lembaga penyclenggara pendidikan negeri atau
swasta yang telah terakreditasi dan/atau telah
mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang
bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional
atau. pejabat lain berdasarkan ketentuan
perundang-undangan; dan

e. terhitung setelah 21 Maret 2013 program studi
pendidikan discleonggarakan oleh lembaga
penyelenggara pendidikan negeri atau swasta wajib
telah terakreditasi minimal B dan terhitung mulai
tanggal 27 Februari 2020 akreditasi program studi
minimal B atau baik sekali.

Surat Keterangan belajar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (3) dapat diberikan dengan
ketentuan:
a. pada saat ditetapkan menjadi Calon Pegawai Negeri
Sipil yang bersangkutan sedang menempuh
pendidikan dalam semester akhir atau sedang
menyclesaikan karya tulis;

b. proses perkuliahan tidak mengganggu kedinasan;
c. Pegawai Negeri Sipil dengan masa kerja minimal

1 (satu) tahun untuk Surat Peningkatan Pendidikan;
d. substansi pengetahuan atau kKeahlian program studi

sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam analisis
jabatan dan analisis beban kerja Perangkat Daerah;
dan



(1)

(2)

e. program studi yang sedang diikuti |

telah

mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B
atau baik sekali dari lembaga yang berwenang.

Pasal 28

Pegawai yang memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat mengajukan
permohonan Surat Keterangan Memiliki Pendidikan
Lebih Tinggi kepada Gubernur melalui Kepala BKD,
sekurang-kurangnya melampirkan berkas-berkas
sebagai berikut:
a. surat permohonan dari Kepala Perangkat Daerah.

b. surat keterangan kemahasiswaan paling rendah
ditanda tangani oleh Dekan Fakultas di Perguruan
Tinggi;

c. surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian
ijazah kecuali tersedianya formasi (bermaterai);

d. fotokopi Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil
yang dilegalisir;

e. fotokopi Surat Keputusan pangkat terakhir yang
dilegalisir;

f. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
g. fotokopi sertifikat akreditasi program studi; dan
h. uraian tugas jabatan.
Pegawai yang memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dapat mengajukan
permohonan Surat Keterangan Belajar atau Surat
Peningkatan Pendidikan kepada Gubernur melalui
Kepala BKD, sekurang-kurangnya melampirkan
berkas-berkas sebagai berikut:
a. surat permohonan dari Kepala Perangkat Daerah.
b. surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah yang
menyatakan program Pendidikan tersebut
dibutuhkan/memenuhi syarat kualifikasi jabatan di
Perangkat Daerah, khusus_ persyaratan’ surat
peningkatan pendidikan; _

c. surat keterangan kemahasiswaan paling rendah
ditanda tangani oleh Dekan Fakultas di Perguruan
Tinggi, khusus persyaratan surat peningkatan
pendidikan;

d. surat keterangan aktif kuliah dari Perguruan Tinggi
khusus persyaratan surat Keterangan belajar;

€. surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian
ijazah kecuali tersedianya formasi (bermaterai);

f. fotokopi Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil
yang dilegalisir;

g. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
. fotokopi sertifikat akreditasi program studi; dan

i. uraian tugas jabatan.

h



BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

(1) Pegawai yang telah melaksanakan Tugas belajar dan
izin belajar sebelum berlakunya Peraturan Gubernur
ini, dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat
kewajiban atas tugas belajar yang belum dilaksanakan
maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang
menguntungkan bagi pegawai bersangkutan.

(2) Pegawai yang melanjutkan pendidikan pada saat
menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebelum peraturan
Gubernur ini ditetapkan dapat diberikan Surat
Peningkatan Pendidikan sepanjang pendidikan
tersebut dibutuhkan/memenuhi syarat kualifikasi
jabatan di Perangkat Daerah.

(3) Pegawai yang melanjutkan pendidikan seperti Sekolah
Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau Paket B dan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau Paket C
dapat diberikan Surat Peningkatan Pendidikan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30 .

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka
Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2021 tentang
Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Keterangan
Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021
Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada _tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal
Pj. GUBERNUR RIAY,

RAMAN HADI
Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

MUHAMMADA\TAUFIOQ WESMAN HAMID

talinan Sesuai Dengan Aslinya
PALA BIRO HUKUM

SI

HARMADI. SH
Pembina (IV/a)
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